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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses yang mengarah pada 

peningkatan jangka panjang dalam pendapatan per kapita penduduk suatu negara, 

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran 

dan kemiskinan, dan terkait erat dengan peningkatan pengelolaan keuangan daerah 

yang baik. Secara umum pembangunaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, pendapatan, semua unit pembangunan, pemerataan 

pembangunan secara efisien, peningkatan angkatan kerja dan peningkatan taraf 

hidup masyarakat (Purnama, 2017). Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang 

selalu ada di masyarakat arus utama baik di negara yang sedang berkembang 

maupun negara maju. Dalam kondisi masyarakat Indonesia, isu kemiskinan selalu 

relevan dan juga merupakan isu sosial yang perlu diteliti secara berkelanjutan. Hal 

ini tidak cuma karena persoalan kemiskinan sudah ada sejak dulu, tetapi juga karena 

pemerintah belum mampu menyelesaikannya. Selain itu, masalah kemiskinan 

memiliki banyak segi, karena tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan tetapi 

juga dengan kerentanan terhadap kemiskinan dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar 

(Khamilah & Ramadhan Alfi , 2020). 

Kemiskinan secara konsisten menimbulkan masalah ekonomi, kebutuhan 

yang harus dipenuhi sehari-hari tidak terpenuhi karena kemiskinan dapat 

menyebabkan penduduk dengan taraf hidup yang rendah. Banyak orang hidup 

dalam kemiskinan dan berpenghasilan rendah. Berbagai bantuan program 
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pemerintah telah diberikan untuk mengurangi kemiskinan, namun kurangnya 

bantuan khusus yang diberikan menjadi hambatan dalam pengentasan kemiskinan 

(Ritonga & Wulantika, 2020). Pada saat ini kemiskinan telah memberikan berbagai 

macam faktor penghambat, antara lain mulai dari tindakan kriminal hingga 

memburuknya kesehatan dan masih banyak lagi. Kemiskinan sebenarnya bisa 

menimbulkan beragam masalah, Pemerintah perlu mengatasi masalah ini karena 

jika tidak diperbaiki masalah lebih lanjut akan berkembang. Pemerintah Indonesia 

percaya bahwa masalah kemiskinan perlu dipecahkan agar masyarakat Indonesia 

bisa menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera secara ekonomi. Seiring dengan 

masalah lain termasuk ketimpangan ekonomi, susunan pemerintahan, inflasi, defisit 

anggaran dan lain-lain (Disperkimta, 2018).  

Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan telah 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, namun masih jauh dari isu utama. 

Strategi dan program yang diterapkan tidak memberikan hasillyang terbaik. Karena 

pengentasan kemiskinan lebih terfokus pada program sektoral, masih terdapat 

kesenjangan antara rencana dan pencapaian tujuan. Untuk menghapuskan 

kemiskinan secara tuntas, diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang terarah, 

terpadu, dan sinergis  (Purnama, 2017). 

 Penelitian ini dilakukan di 10 kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan 

yaitu Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kota Pagar Alam, Kota 

Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kota Bengkulu, Kota Pangkal Pinang, Kota 

Bandar Lampung dan Kota Metro. 10 kota-kota di Provinsi Sumatera Bagian 

Selatan dengan perbedaan geografis dan demografis di setiap kota. Karena 
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perbedaan-perbedaan tersebut, maka perhatian khusus harus diberikan pada upaya-

upaya untuk menembus garis kemiskinan. Sumatera Selatan merupakan bagian dari 

Iima provinsi yang merupakan bagian dari pulau Sumatera yang terdiri dari Provinsi 

Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan 

Provinsi Bangka Belitung. Tingkat kemiskinan bervariasi di daerah itu.  

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Bagian Selatan yang 

dianggap sebagai bagian dari masyarakat miskin, berikut informasi jumlah 

penduduk miskin pada kota-kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan dapat dilihat 

pada Gambar 1.1.  

 

Gambar 1.1: Jumlah Penduduk Miskin Pada Kota-kota di Provinsi Sumatera 

Bagian Selatan 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin pada kota-kota di 

Provinsi Sumatera Bagian Selatan pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan 

hal ini disebabkan karena adanya pandemic covid-19 yang berkelanjutan 
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berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga 

mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan (Tempo, 2021). Gambar 1.1 

menunjukan bahwa selama 2021, jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu di kota 

Palembang dengan jumlah penduduk sebesar 194,12 ribu jiwa dan penduduk 

miskin terendah ada pada daerah Kota Sungai Penuh dengan jumlah penduduk 

sebesar 3,03 ribu jiwa. Pada Kota Bengkulu jumlah penduduk miskin mengalami 

penurunan dari 69,12 ribu jiwaa pada tahun 2020 menurun menjadi 66,94 ribu jiwa 

pada tahun 2021. 

Perssentase penduduk adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengukur 

kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic 

Needs Approach). Dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut persentase penduduk miskin 

pada kota-kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan pada tahun 2020-2021. 

Tabel 1.1: Persentase Penduduk Miskin Pada Kota-kota di Provinsi 

Sumatera Bagian Selatan 2020-2021 (Persen) 

No Persentase Penduduk Miskin Pada 

Kota-kota di Provinsi Sumatera 

Bagian Selatan 2020-2021 

2020 2021 

1. Kota Jambi 8,27 9,02 

2. Kota Sungai Penuh 3,03 3,41 

3. Kota Palembang 10,89 11,34 

4. Kota Pagar Alam 9,07 9,40 

5. Kota Prabumulih 11,59 12,20 

6. Kota Lubuk Linggau 12,71 13,23 

7. Kota Bengkulu 17,65 17,89 

8. Kota Pangkal Pinang 4,36 4,76 

9. Kota Bandar Lampung 8,81 9,11 

10. Kota Metro 8,47 8,93 

Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Pada Tabel 1.1 menunjukan persentase penduduk miskin pada Kota-kota di 

Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Persentase penduduk miskin tahun 2020-2021 

mengalami peningkatan, Kota Bengkulu memiliki persentase penduduk miskin 

yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu 17,89 %. 

Sedangkan persentase penduduk miskin terendah ada pada Kota Sungai penuh yaitu 

3,41 % pada tahun 2021. 

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menurunkan angka kemiskinan, termasuk meletakkan dasar bagi otonomi daerah 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, kekuasaan dan tanggung jawab pembagian sumber daya berpindah 

dari negara ke pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan 

penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah, yang meIiputi 

pemindahan sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. 

 Secara teoritis, PAD digunakan untuk mengukur kemandirian daerah. Pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah lain yang bersifat 

pembeda dan pendapatan daerah lainnya yang sah merupakan sumber PAD. 

Kemandirian daerah dari PAD harus menjadi sumber pendapatan utama bagi 

penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunan daerah di tingkat provinsi, 

kabupaten dan kota (Fitriyanti & Handayani, 2020). 
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Di era otonomi daerah sekarang ini, daerah mendapat kewenangan yang 

lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu ciri 

dari kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu terletak 

pada kemampuan daerah untuk mengelola keuangannya. Oleh karena itu daerah 

harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 

keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai 

penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerahnya. Pada Gambar 1.2 

menunjukkan Pendapatan Asli Daerah pada kota-kota di Provinsi Sumatera Bagian 

Selatan pada tahun 2021. 

 

Gambar 1.2:  Pendapatan Asli Daerah Pada Kota-kota di Provinsi Sumatera 

Bagian Selatan Tahun 2021 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat PAD pada kota-kota di Provinsi Sumatera 

Bagian Selatan pada 2021 yang tertinggi yaitu Kota Palembang 1.158,87 juta 

rupiah, dan PAD terendah ada pada Kota Pagar Alam sebesar 56,89 juta rupiah. 
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PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah 

menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentraIisasi pajak 

dan ketergantungan kepada pemerintahh pusat berkurang.  

 Mengalokasikan sumber daya pemerintah daerah ke berbagai bentuk 

pendanaan dalam konteks inisiatif untuk memerangi kemiskinan adalah salah satu 

strategi yang dapat dilakukan. PAD dapat menghasilkan pendapatan bagi 

pemerintah daerah. Untuk menunjang operasionalnya dalam lingkup hukum 

pemerintah daerah, PAD merupakan pendapatan dari sumber-sumber daerah yang 

diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak daerah, retribusi daerah dan 

sumber pendapatan PAD lainnya yang sah semuanya termasuk dalam PAD sebagai 

sumber pendapatan (Izzati & Lucia, 2021). 

Pertumbuhan ekonomi selalu dipengaruhi oleh faktor positif dan negatif, 

sehingga diperlukan indikator sebagai tolak ukur terjadinya hal tersebut. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kemajuan ekonomi suatu 

daerah. PDRB adalah total nilai bersih barang dan jasa yang diproduksi di wilayah 

tertentu selama periode waktu tertentu. Ketika PDRB suatu daerah meningkat, 

begitu pula aliran pendapatan potensial. 

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga 

konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, 
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sebagai contoh perhitungan PDB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun 

dasarnya, seperti pada Gambar 1.3 merupakan PDRB ADHK pada kota-kota di 

Provinsi Sumatera Bagian Selatan, PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi.  

 

Gambar  1.3: Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2021 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Menurut Badan Pusat Statistik PDRB pada kota-kota di Provinsi Sumatera 

Bagian Selatan PDRB ADHK 2021 yang tertinggi yaitu Kota Palembang dengan 

jumlah 107.250.191,72 kota Palembang memiliki nilai tertinggi setiap tahunnya. 

PDRB yang tinggi menunjukan bahwa daerah tersebut mempunyai posisi ekonomi 

yang baik. Di sisi lain, PDRB yang rendah menunjukan bahwa perekonomian 

daerah tidak dalam kondisi yang baik. Perekonomian yang dimaksud adalah 

perekonomian yang dapat menopang kehidupan masyarakat sehingga tidak timbul 

kemiskinan. PDRB suatu daerah tinggi bila daerah tersebut dapat mengoptimalkan 

potensi daerahnya sendiri melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang 
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memadai. PDRB yang tinggi menurunkan angka kemiskinan, karena dengan PDRB 

yang tinggi pembangunan dapat optimalkan sehingga kesejahteraan masyarakat 

dapat tercapai. Di sisi lain, PDRB yang rendah meningkatkan kemiskinan 

masyarakat karena pembangunan untuk kepentingan masyarakat tidak optimal. 

Salah satu indikator ekonomi yang paling penting adalah inflasi, dan stuktur 

dasarnya wajib selalu sehat dan stabil untuk mencegah munculnya gangguan 

ekonomi makro yang pada akhirnya akan berkontribusi pada ketidakstabilan 

ekonomi. Ketidakstabilan dalam perekonomian tercermin dalam inflasi yang tinggi 

dan tidak stabil, yang meningkatkan biaya barang dan jasa terus menerus dan 

mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinann di Indonesia semakin meningkat. 

Akibat kenaikan inflasi, walaupun masyarakat pada awalnya bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, karena kenaikan harga barang dan jasa  hal ini meningkatkan 

kemiskinan (Ningsih & Andiny, 2018). 

Berdasarkan penelitian oleh Izzati & Lucia (2021) mencatat bahwasanya 

PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam 

artian, jika pendapatan awal daerah naik, maka angka kemiskinan 

turun. Sebaliknya, ketika PAD menurun maka angka kemiskinan meningkat. 

Manangkalangi (2020) menjelaskan bahwa PDRB mempunyai hubungan negatif 

dan signifikan dengan kemiskinan, artinya peningkatan produk nasional bruto dapat 

mengurangi jumlah penduduk miskin. PDRB merupakan indikator penting yang 

harus diperhatikan oleh pemerintah. Inflasi memang tidak berdampak signifikan 

terhadap kemiskinan, namun pemerintah diharapkan tetap menjaga dan 

memoderasi inflasi agar kenaikannya tidak signifikan, apalagi mempengaruhi daya 

beli masyarakat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan pada kota-kota di Provinsi 

Sumatera Bagian Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan pada kota-kota di Provinsi 

Sumatera Bagian Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapunnmanfaat dari penelitian ini antaraalain: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Diharapkan bisa memberikan dukungan untuk kemajuan pendidikan 

khususnya di bidang ilmu ekonomi, dan memberikan materi yang 

bermanfaat untuk membantu para mahasiswa dalam memahami tingkat 

kemiskinan pada kota-kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. 

2. Memberikan bahan referensi tambahan kepada civitas akademika dan bisa 

menjadi bahan perbandingannbagiipeneliti selanjutnya. 

3. Menambah dan memperkaya bahan kajian mengenai teori-teori yang 

berkaitan dengan tingkat kemiskinan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasillpenelitian iniidiharapkan bisa memberikan kontribusi bagi 

pengembangan pengetahuan tentang kajian kemiskinan, mengingat 

permasalahan tersebut belum sepenuhnya teratasi khususnya pada kota-

kotaadi ProvinsiiSumatera Bagian Selatan. 

2. Untuk pengambil kebijakan penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dan pilihan strategi pengambilan kebijakan 

untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 

3. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk beerlatih dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan serta melihat pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Akaseh, A., H.M, M., & Mardiana, A. (2021). Analisis Pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango. 

E-Journal, 17 (2), 228–244. 

Akmal, M., & Aisyah, S. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, 

Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan 

di Kabupaten Enrekang. Journal of Regional Economics, 4 (1), 1–10. 

Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. 

Econosains, 10 (2), 158–169. 

Anti Nur Izzati, L. R. I. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Magelang. Jurnal 

Paradigma Multidisipliner (JPM), 2 (4), 333–340. 

Arini, & Mustika, M. D. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja 

Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di 

Provinsi Bali Tahun 2007-2013. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas 

Udayana, 4 (3), 1140–1163. 

Astuti, T., Hasanuddin, B., Zamhuri, M., & Madris. (2019). The Effect of Local 

Revenue to Poverty Rate in Southeast Sulawesi Indonesia. International 

Journal of Advanced Engineering Research and Science, 6(10), 120–125. 

Cholili, F. M. (2014). Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional 

Bruto (Pdrb), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). Jurnal Ilmiah, 1–

14. 

Dama, Y. H., Lapian, Ch, A. L., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado 

(Tahun 2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16 (03), 549–561. 



73 
 
 

Dharmmayukti, B., Rotinsulu, T. O., & Niode, A. O. (2021). Analisis Pengaruh 

Inflasi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat 

Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2019. Jurnal Berkala Ilmiah 

Efisiensi, 21 (05), 98–105. 

Disperkimta. (2018, July 5). Dampak Kemiskinan. 

https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-tentang-

kemiskinan-92 

Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat 

Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2012-2016). Diponegoro Journal of Economics, 9 (2), 79–90. 

Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016a). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa 

Timur Tahun 2004-2014. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1 (2), 257–282. 

Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016b). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pertumbuhan Penduduk Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa 

Timur Tahun 2004-2014. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 1 (2), 257–282. 

Hasibuan, L. S. (2023). Analisis Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan 

EkonomimTerhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal 

Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 8(1), 53–62. 

Hassan, & Makinde, O. (2015). The Impact of the Gross Domestic Product (GDP) 

on Poverty Reduction in Nigeria. Journal of Emering Trends in Economics 

Management Sciences, 6 (3), 221–230. 

Izzati, N. A., & Lucia, R. I. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Magelang. Jurnal 

Paradigma Multidisipliner (JPM), 2 (4), 333–340. 

Jhingan, M. L. (2012). The Economics of Development and Planning. Vrinda 

Publications (P) Ltd. 



74 
 
 

Kasim, R., Engka S.M, D., & Hanly, D. S. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, 

Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kota 

Manado. Jurnal EMBA, 9 (1), 953–963. 

Khamilah, O., & Ramadhan Alfi, P. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan 

Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada 

Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Dan 

Publik, 11(2), 1–13. 

Kharie, L. (2007). Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Kemiskinan di Indonesia: 

1976-2005. Cita Ekonomika, 1 (1). 

Lista, Sudarmanto, E., & Herlisnawati, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pemerintah 

Kabupaten Bogor Periode 2008-2017. Jurnal Online Mahasiswa, 6 (3), 1–13. 

Manangkalangi, L. K., Masinambow, V. A. J., & Tumilar, R. L. H. (2020). Analisis 

Pengaruh PDRB Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi 

Tengah (2000-2018). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20 (03), 66–78. 

Mardiatillah, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2021). Pengaruh pengangguran 

dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di sumatera selatan tahun 2015-2019. 

Jornal Ekonomi Dan Bisnis, 18 (2), 279–287. 

Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo,  and E. (2019). Regresi 

Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di 

Provinsi DIY Tahun 2011-2015. Journal of Applied Statistics, 2 (1), 42–52. 

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah satu 

dekadeotonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2 (1), 30–

45. 

Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, 2 

(1), 53–61. 



75 
 
 

Primandari, N. R. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan 

Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan. Jurnal 

Ekonomi Pembangunan, 16 (1), 1–10. 

Purnama, N. I. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomikawan, 17 (1), 62–70. 

Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. M. (2019). Analisis 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. 

Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 20 (4), 12–25. 

Ria, R. A., Firdha, Aigha, S., & Agustin, L. (2022). Pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. Religion 

Education Social Laa Roiba Journal, 4 (3), 683–693. 

Ritonga, M., & Wulantika, T. (2020). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk 

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-

2018). Jurnal Diversita, 6 (1), 95–102. 

Rohima, S., Suman, A., Manzilati, A., & Ashar, K. (2013). Vicious Circle Analysis 

of Poverty and Entrepreneurship. Journal of Business and Management, 7(1), 

33–46. 

Sukirno, S. (2016). Makroekonomi Teori Pengantar (Ketiga). PT Raja Grafindo 

Persada. 

Susanto, R., & Pangesti, I. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Journal of Applied Business and 

Economic, 7 (2), 271–278. 

Tempo, B. (2021). 9 Faktor yang Pengaruhi Tingkat Kemiskinan 2020, Pandemi 

hingga Harga Kebutuhan. https://bisnis.tempo.co/read/1433006/9-faktor-

yang-pengaruhi-tingkat-kemiskinan-2020-pandemi-hingga-harga-kebutuhan 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.4.1 Manfaat Akademis
	1.4.2 Manfaat Praktis


	DAFTAR PUSTAKA

